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BAB II 
TEORI DAN PERUMUSAN  HIPOTESIS 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian ini diambil acuan dari penelitian terdahulu 
oleh Maulia (2014) “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan 
Tenaga Kerja Sektor Industri  Di Provinsi Jawa Timur 2001-2011” menyatakan 
bahwa UMK dan jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja sektor industri di Jawa Timur, sedangkan PDRB riil sektor industri 
tidak berpengaruh signifikan. UMK berhubungan negatif dengan jumlah tenaga 
kerja sektor industri, sedangkan jumlah unit industri berhubungan positif.   
Chusna (2013) dalam penelitiannya “Pengaruh Laju Pertumbuhan 
Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 
Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011” menyatakan bahwa 
pertumbuhan sektor industri menunjukkan tren yang semakin menurun 
sedangkan investasi, upah, dan penyerapan tenaga kerja sektor industri 
menunjukkan tren yang semakin meningkat, laju pertumbuhan sektor industri 
tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan 
investasi dan upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
industri di Jawa Tengah. 
 Greer, Castrejon & Lee (2014) meneliti hubungan antara upah 
minimum dan tingkat pengangguran dengan menggunakan metode analisis 
regresi sederhana. Penelitian ini menggunakan data negara-negara dengan basis 
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di Amerika Serikat pada tahun 2002 sampai 2012.  Hasil penelitian 
menunjukkan upah minimum memiliki dampak yang signifikan terhadap 
pengangguran ketika ekonomi tidak stabil, yaitu selama resesi dan pascaresesi, 
bahwa peningkatan upah minimum meningkatkan pengangguran.
 Izhartati (2017) dalam penelitiannya “Pengaruh Investasi Dan Upah 
Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung 
Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menyatakan bahwa variabel investasi upah 
minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Kota Bandar Lampung.   
 
B. Teori dan Kajian Pustaka 
  Dalam menganalisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di 
Provinsi Jawa Timur, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan 
sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. 
 1. Ketenagakerjaan 
 Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 
15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 
memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, 
dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (dalam Mulyadi, 
2003) 
  Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), menyebutkan bahwa pekerja atau 
tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha 
tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Tenaga kerja 
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terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labor 
force) terdiri dari dua golongan, yaitu:  
a. Golongan yang bekerja  
b. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.  
Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:  
a. Golongan yang bersekolah,  
b. Golongan yang mengurus rumah tangga,  
c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.  
 Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu 
dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini 
sering disebut sebagai potensial labor force (Simanjuntak, 1985).  
Teori Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan 
kesempatan dan bukan suatu masalah, kelebihan pekerja satu sektor akan 
memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja 
disektor lain. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan 
penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. 
Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk 
mengakumulasi pendapatan (dalam Mulyadi:2003). 
 
2. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 
Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan 
tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil output. Semakin 
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tinggi tingkat upah maka semakin kecil permintaan pengusaha terhadap 
tenaga kerja (Chusnah, 2013)  
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat 
disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam 
jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) 
merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau 
tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang 
diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana 
setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala 
yang dihadapinya (Sholeh, 2012).  
Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis 
pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di sesuatu jenis 
perusahaan. Di dalam sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga 
kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaan, upah untuk 
mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya di dalam sesuatu pekerjaan di 
mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya 
sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi (Sukirno, 
2003:369).  
Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan 
dalam masyarakat. Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau 
tingkat employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan 
permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan 
tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Apabila tingkat upah naik maka 
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jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat 
upah meningkat maka permintaan tenaga kerja akan menurun ( Simanjuntak, 
2001).  
Gambar 2.1 
Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja 
 
Sumber: Mankiw, 2012;379 
Keterangan: 
   : Penawaran Tenaga Kerja (Supply Labor) 
   : Permintaan Tenaga Kerja (Demand Labor) 
  : Upah 
L : Jumlah Tenaga Kerja 
   : Upah Keseimbangan 
   : Jumlah Tenaga Kerja Keseimbangan 
E : Keseimbangan Permintaan dan Penawaran  
Berdasarkan gambar 2.1 menunujukkan pasar tenaga kerja, yang 
sebagaimana pasar lainnya, tunduk pada kekuatan permintaan dan 
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penawaran. Para pekerja yang menentukan panawaran tenaga kerja, dan 
sebaliknya perusahaan yang menentukan jumlah permintaannya. Jika 
pemerintah tidak campur tangan, maka upah biasanya akan menyesuaikan 
hingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja 
(Mankiw, 2004).  
Dalam ekonomi Neoklasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga 
kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Sebaliknya permintaan 
terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. 
Gambar 2.2 
 Kurva Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 
 
Sumber: Chusnah, 2013  
Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang 
lengkap mengenai pasar tenaga kerja, maka teori neoklasik beranggapan 
bahwa jumlah penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan. Keadaan 
pada saat penawaran tenaga kerja selalu sama dengan permintaan dinamakan 
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titik ekulibrium (titik E). Dalam hal penawaran dan permintaan, tidak terjadi 
pengangguran (Chusnah, 2013) 
Kenyataan titik ekulibrium itu tidak pernah tercapai karena informasi 
tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional selalu ada. 
Upah yang berlaku (W) pada umumnya lebih besar dari pada upah 
ekulibrium (  ). Pada tingkat upah  , jumlah penawaran tenaga kerja 
adalah     sedang permintaan hanya sebesar   . Selisih antara     dan  
    merupakan jumlah penganggur (Chusnah, 2013). 
 
4. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 
Upah ditentukan dalam pasar tenaga kerja kompetitif adalah upah 
menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan untuk  tenaga kerja 
dan upah setara dengan nilai produk marginal tenaga kerja. 
Gambar 2.3 
Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 
 
Sumber: Mankiw, 2012;380 
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 Gambar 2.3 menunjukkan pasar tenaga kerja dalam keadaan 
seimbang. Upah dan jumlah tenaga kerja telah menyesuaikan pada 
keseimbangan penawaran dan permintaan. Ketika pasar berada pada titik 
keseimbangan, setiap perusahaan telah membeli tenaga kerja sebanyak 
mungkin selama masih memberikan keuntungan pada keseimbangan upah. 
Yakni, setiap perusahaan telah mengikuti kaidah untuk memaksimalkan 
laba: perusahaan menyewa para pekerja sampai nilai produk marginal tenaga 
kerja setara dengan upah. Oleh karena itu, upah harus seimbang dengan 
marginal produk tenaga kerja ketika perusahaan menyeimbangkan 
penawaran dan permintaan (Mankiw, 2012:379-380).  
 Pasar tenaga kerja didasarkan atas dua asumsi sebagai penawaran 
dan permintaan tenaga kerja akan menentukan tingkat upah dan perubahan 
tingkat upah ditentukan oleh besarnya kelebihan permintaan tenaga kerja 
yang disebut Excess Demand. 
a. Pergeseran dalam penawaran tenaga kerja  
Penawaran tenaga kerja meningkat dan bergeser ke kanan dari    
ke    pada upah  , jumlah penawaran tenaga kerja kini melampaui 
jumlah permintaan. Surplus jumlah tenaga kerja ini membuat upah 
pekerja menurun. Menurunya upah    ke    pada giliranya membuat 
perusahaan memperoleh keuntungan untuk menyewa pekerja lebih 
banyak pekerja sehingga ketenagakerjaan naik dari    ke   .  
Ketika jumlah pekerja yang di sewa naik, produk marginal 
pekerja turun, menurunkan pula nilai produk marginal. Dalam 
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keseimbangan yang baru, baik upah maupun nilai produk marginal tenaga 
kerja lebih rendah dari sebelum gelombang pekerja baru datang (Mankiw, 
2012:380-381) 
Gambar 2.4 
Kurva Pergeseran Penawaran Tenaga Kerja 
 
Sumber: Mankiw, 2012; 381 
b. Pergeseran dalam permintaan tenaga kerja 
Kenaikan popularitas produk mengakibatkan harganya semakin 
naik. Kenaikan harga ini tidak akan mengubah produk marginal tenaga 
kerja dengan berapa pun jumlah pekerja. Namun memang meningkatkan 
nilai produk marginal. Dengan harga produk yang lebih tinggi, menyewa 








Kurva Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja 
 
Sumber: Mankiw, 2012; 382  
Ketika permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan dari    ke  , 
keseimbangan upah naik dari    ke   , dan keseimbangan 
ketenagakerjaan naik dari    ke    . Kembali, perubahan dalam upah 
menunjukkan perubahan dalam nilai produk marginal tenaga kerja 
dengan harga produk perusahaan yang lebih tinggi, produk tambahan dari 
pekerja ekstra lebih bernilai (Mankiw, 2012:381). 
 
5. Teori Penyerapan Tenaga Kerja 
  Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu 
dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau unit usaha tertentu. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan jumlah dari tenaga 
kerja yang dikerjakan dalam unit usaha. (Chusnah, 2013) 
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  Daya serap tenaga kerja merupakan suatu model permintaan suatu 
unit usaha terhadap  tenaga kerja dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh 
tingkat upah yang berlaku. Tingkat upah yang berlaku ini juga 
mempengaruhi kekuatan perusahaan dalam menyerap tanaga kerja dari 
pasar. Kekuatan terhadap permintaan tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh 
faktor eksternal dan faktor internal dari usaha tersebut. (Chusnah, 2013) 
  Semakin sempit daya serap sektor modern terhadap perluasan 
kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional menjadi tempat 
penampungan angkatan kerja. lapangan kerja terbesar yang dimiliki 
Indonesia berada pada sektor informal. Hal ini disebabkan sektor informal 
mudah dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, 
kepandaian dan keterampilan. (Chusnah, 2013) 
  Analisis penyerpan pekerja di sektor industri dapat didekati melalui 
teori permintaan tenaga kerja. (derived demand) dari perubahan permintaan 
konsumen terhadap output perusahaan. Perusahaan menyewa tenaga kerja 
bukan untuk dikonsumsi langsung, tetapi digunakan untuk berproduksi, 
maka pertambahan kemampuan pengusaha menyerap tenaga kerja 
tergantung dari pertambahan permintaan terhadap barang yang 
diproduksinya (Simanjuntak, 1985:74).  
 
6. Pengangguran 
Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi 
manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Tidak 
mengejutkan bahwa pengangguran adalah topik perdebatan politik yang 
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sering dibicarakan dan para politisi sering mengeklaim bahwa kebijakan 
yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Para 
ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi sebab-
sebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang 
mempengaruhi pengangguran.  
Sebagaian dari kebijakan ini, seperti program pelatihan kerja 
membantu orang dalam pelatihan kerja membantu orang dalam 
mendapatkan pekerjaan. Kebijakan lain, seperti asuransi pengangguran 
(unemployment insurance), membantu mengurangi kesultan yang dialami 
para pengangguran. Tetapi kebijakan lain mempengaruhi munculnya 
pengangguran secara tidak sengaja. Undang-undang yang mensyaratkan 
upah minimum yang tinggi, misalnya secara luas cenderung meningkatkan 
pengangguran di antara anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan 
kurang berpengalaman (Mankiw, 2006:154) 
Kebijakan publik berusaha untuk menurunkan tingkat 
pengangguran alamiah dengan mengurangi pengangguran friksional. 
Tetapi program pemerintah secara tidak sengaja meningkatkan 
pengangguran friksional. Salah satunya adalah asuransi pengangguran 
(unemployment insurance). Menurut program ini, para penganggur bisa 
mengambil sebagaian dari upah mereka selama periode tertentu setelah 
mereka kehilangan pekerjaan (Mankiw, 2006:158).  
Meskipun program itu berubah dari tahun ke tahun dan dari satu 
negara bagian ke negara bagian lain., namun pada umumnya pekerja yang 
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dijamin oleh asuransi pengangguran di Amerika Serikat menerima 50% 
dari upah mereka terdahulu selama 26 minggu. Di banyak Negara Eropa, 
program asuransi pengangguran bahkan lebih banyak lagi jumlah 
asuransinya (Mankiw, 2006:158). 
Para pengangguran yang menerima tunjangan asuransi 
pengangguran menjadi berkurang tekanannya dalam mencari pekerjaan 
baru dan cenderung menolak tawaran pekerjaan yang tidak menarik. 
Kedua perubahan perilaku ini mengurangi tingkat perolehan pekerjaan. 
Walaupun asuransi pengangguran meningkatkan tingkat pengangguran 
alamiah, bukan berarti bahwa kebijakan tersebut keliru. Program ini juga 
memiliki manfaat mengurangi ketidakpastian pekerja tentang 
pendapatannya (Mankiw, 2006:158-159). 
Alasan kedua adanya pengangguran adalah kekakuan upah (wage 
rigidity) gagalnya upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran 
tenaga kerja sama dengan permintaannya. Dalam model ekuilibrium pasar 
tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan 
permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel. Terkadang upah riil 
tertahan di atas tingkat kliring-pasar (market-clearing level) atau tingkat 







Gambar 2.6  
Kurva Kekakuan Upah riil 
 
Sumber: Mankiw, 2006; 161 
Gambar 2.6 menunjukkan kekakuan upah menyebabkan 
pengangguran. Ketika upah riil berada di atas tingkat yang 
menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang 
ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Perusahaan harus menjatah 
pekerjaan yang langka di antara para pekerja. Kekakuan upah riil 
mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi tingkat 
pengangguran (Mankiw, 2006: 160). 
Pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan 
penjatahan pekerjaan disebut pengangguran structural (structural 
unemployment). Para pekerja pekerja tidak dipekerjakan bukan karena 
mereka aktif mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian 
mereka, tetapi karena ada ketidak cocokan mendasar antara jumlah pekerja 
yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Pada 
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tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya 
sehingga para pekerja ini hanya menunggu pekerjaan (Mankiw, 2006: 
160). 
 Penyebab terjadinya kekakuan upah ini adalah undang-undang 
upah minimum, kekuatan monopoli serikat pekerja dan efisiensi upah. 
a. Undang-undang Upah Minimum 
Ketika pemerintah mempertahankan upah agar tidak mencapai 
tingkat ekuilibrium, hal itu dapat menimbulkan kekakuan upah. 
Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal 
harus dibayar perusahaan kepada para karyawanya. Sejak 
dikeluarkannya Undang-undang Standart Kerja yang Adil tahun 1938 
(Fair Labor Standards Act of 1938).  
Upah minimum memiliki pengaruh yang besar terhadap pasar 
tenaga kerja kaum muda. Upah keseimbangan bagi kaum muda rendah 
karena kaum muda adalah kelompok yang kurang memiliki keahlian 
dan pengalaman dibandingkan dengan kelompok angkatan kerja yang 
lain. Tambahan pula, kaum muda sering kali ingin menerima upah yang 
rendah untuk memperoleh pengalaman kerja (Mankiw, 2013:114). 
Beberapa kaum muda bersedia bekerja “magang” tanpa bayaran 
sama sekali. Karena semua proyek magang tidak emmberikan bayaran 
apa pun, upah minimum tidak berlaku untuk mereka. Jika berlaku maka 
pekerjaan itu tidak akan ada, sebagai dampaknya, upah minimum lebih 
23 
 
sering mengikat kaum muda dari pada kelompok angkata kerja yang 
lain (Mankiw, 2013:114).  
Banyak ekonom telah mempelajari bagaimana peraturan upah 
minimum mempengaruhi pasar tenaga kerja kaum muda. Para peneliti 
ini membandingkan perubahan dalam upah minimum sepanjang waktu 
dengan perubahan dalam penyerapan tenaga kerja muda. Walaupun 
ada perdebatan terhadap seberapa besar upah minimum mempengaruhi 
kesempatan kerja, studi yang ada biasanya menyebutkan kenaikan 10% 
dalam upah minimum mengurangi kesempatan kerja untuk kaum muda 
antara 1-3% (Mankiw, 2013:114-115). 
Kenaikan 10% dalam upah minimum tidak meningkatkan rata-
rata upah kaum muda dengan 10%. Suatu perubahan dalam peraturan 
tidak secara langsung mempengaruhi para pekerja muda yang sudah 
dibayar di atas upah minimum dan penerapan peraturan upah minimum 
tidaklah sempurna. Karena upah minimum meningkatkan upah yang 
dapat diperoleh oleh kaum pekerja muda maka hal tersebut juga akan 
menambah jumlah kaum muda yang mencari pekerjaan (Mankiw, 
2013:115). 
Penelitian telah menemukan fakta bahwa upah minimum yang 
lebih tinggi menentukan kaum muda mana yang akan dipekerjakan. 
Ketika upah minimum naik, beberapa kaum muda yang sedang sekolah 
memutuskan untuk keluar dan bekerja. Mereka ini akan menyingkirkan 
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kaum muda yang sudah terlebih dahulu keluar dan belum memperoleh 
pekerjaan (Mankiw, 2013:115). 
Penentang upah minimum berpandangan bahwa kebijakan 
tersebut bukanlah cara terbaik untuk melawan kemiskinan. Mereka 
sepakat bahwa upah minimum yang tinggi menyebabkan 
pengangguran, mendorong kaum muda untuk meninggalkan sekolah, 
dan membatasi kemungkinan pekerja tidak terdidik memperoleh 
kesempatan magang. Selain itu, Penentangan upah minimum 
berpendapat bahwa upah minimum adalah kebijakan dengan sasaran 
yang buruk (Mankiw, 2013:116).  
Tidak semua pekerja dengan upah minimum adalah kepala 
rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga mereka lepas 
dari kemiskinan.Dalam kenyataanya kurang dari dua pertiga penerima 
upah minimum adalah keluarga dengan pendapatan di bawah garis 
kemiskinan. Banyak di antara mereka adalah kaum muda dari keluarga 
kelas menengah yang bekerja paruh waktu untuk memperoleh 
penghasilan tambahan (Mankiw, 2013:116). 
b. Serikat Pekerja 
Penyebab dari kekakuan upah yang kedua adalah kekakuan 
monopoli serikat pekerja. Upah para pekerja yang tergabung dalam 
serikat pekerja tidak ditentukan oleh ekuilibrium penawaran dan 
permintaan, tetapi oleh posisi tawar menawar kolektif antara pimpinan 
serikat penawaran dan permintaan, tetapi oleh posisi tawar menawar 
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kolektif antara pimpinan serikat pekerja dan manajemen perusahaan 
(Mankiw, 2006:163).  
Sering kali kesepakatan akhir meningkatkan upah di atas 
tingkat ekuilibrium dan memungkinkan prusahaan untuk memutuskan 
berapa banyak pekerja yang perlu diterima. Hasilnya adalah penurunan 
jumlah pekerja yang dipekerjakan, tingkat perolehan kerja yang lebih 
rendah, dan kenaikan pengangguran structural (Mankiw, 2006:163). 
Pengangguran yang disebabkan oleh serikat pekerja dan 
ancaman pembentukan serikat pekerja (unionization) merupakan 
contoh konflik antara kelompok kerja yang berbeda orang dalam 
(insiders) dan orang luar (outsiders). Para pekerja yang sudah bekerja 
pada suatu perusahaan, orang dalam, biasanya berusaha 
mempertahankan upah tetap tinggi (Mankiw, 2006: 164).  
Para pengangguran, orang luar, menentang pemberian upah 
yang tinggi karena pada upah yang lebih rendah mereka bisa 
dipekerjakan. Kedua kelompok ini cenderung memiliki kepentingan 
yang bertentangan. Dampak dari setiap proses tawar-menawar 
terhadap upah dan kesempatan kerja sangat tergantung pada pengaruh 
relative masing-masing kelompok (Mankiw, 2006: 164). 
c. Upah Efisiensi 
Teori upah efisiensi (efficiency-wage) mengajukan penyebab 
ketiga dari kekakuhan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah yang 
tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap 
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efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk 
memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. 
Meskipun akan mengurangi tingkat upah perusahaan, pengurangan 
upah juga akan jika teori ini benar-benar memperendah produktivitas 
pekerja laba perusahaan (Mankiw, 2006:164-165). 
Teori upah efisiensi yang kedua, yang lebih relevan bagi 
Negara-negara maju, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan 
perputaran tenaga kerja. Para pekerja keluar dari pekerjaanya karena 
berbagai alasan untuk menerima posisi yang lebih baik di perusahaan 
lain, mengubah karir atau pindah ke wilayah lain (Mankiw, 2006: 
165). 
Teori upah efisiensi ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata 
dari tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar 
kepada karyawanya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka 
pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain, 
meninggalkan perusahaan dengan para pekerja tidak terdidik yang 
yang memiliki lebih sedikit alternative (Mankiw, 2006:165).  
Teori upah efisiensi keempat menyatakan bahwa upah yang 
tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa 
perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para 
pekerja. Dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana 
mereka akan bekerja keras. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja 
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keras atau bermalas-malasan dengan resiko dipecat (Mankiw, 2006: 
165). 
Dari keempat teori upah efisiensi secara rinci berbeda tetapi 
teori-teori tersebut memiliki topik yang sama yaitu perusahaan 
beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjaanya dengan upah yang 
tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan 
upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan 
adalah menguntungkan. Hasil dari upah yang lebih tinggi dari pada 
upah ekuilibrium ini adalah tingkat perolehan kerja yang lebih rendah 
dan pengangguran yang lebih besar (Mankiw, 2006:165-166). 
 
7.  Industri 
 Menurut Dumairy (1996) istilah industri memiliki dua arti, yaitu: 
pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, 
dan kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang 
didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah 
menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Sektor industri digolongkan 
menjadi industri besar, sedang dan kecil serta industri rumah tangga dilihat 
dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.  
Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) menyebutkan bahwa apabila 
tenaga kerja yang digunakan diatas 99 orang maka termasuk dalam industri 
besar, antara 20-99 orang termasuk dalam industri sedang, dan untuk 
industri kecil tenaga kerja yang digunakan antara 5-19 orang, sedangkan 
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untuk industri rumah tangga maka jumlah tenaga kerja yang digunakan 
ialah kurang dari 5 orang. 
Negara-negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri 
mampu mengatasi masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa sektor 
industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju 
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu selain akan mendorong 
perkembangan industri yang terkait dengannya, di Indonesia sektor industri 
perlu dipersiapkan agar mampu menjadi sektor pemimpin dan penggerak 
terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya. (Saragih, 2004). 
 
8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) menyebutkan bahwa Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk 
mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Baik atas 
dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 
harga yang berlaku pada setiap tahun.  
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai 
tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku 
pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku 
dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan 
PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
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ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk menghitung angka PDRB, ada tiga 
pendekatan yang digunakan, yaitu:  
a. Pendekatan produksi PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan 
jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam 
jangka waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun). Unit-unit produksi 
tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor), antara lain: 
 1) Pertanian 
 2) Pertambangan dan penggalian 
 3) Inudstri Pengolahan 
 4) listrik, gas dan air bersih 
 5) Konstruksi 
 6) Perdagangan, hotel dan restoran 
 7) Pengangkutan dan komunikasi 
 8) Keuangan, Real Estate dan jasa perusahaan 
 9) Jasa-jasa.  
  Setiap sektor dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 
a)   Primer adalah sektor pertanian, dan sektor pertambanagan. 
b) Sekunder adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas  
dan air; sektor kontruksi dan komunikasi 
c) Tersier adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor  
pengangkutan dan komunikasi; sektor sektor keuangan, real 
estate dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa. 
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b.  Pendekatan Pendapatan PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh 
faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada jangka 
waktu tertentu (dalam satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang 
dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 
keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 
langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan 
dan pajak tidak langsung neto. 
c.  Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan 
akhir yang terdiri dari: 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 
lembaga swasta nirlaba, 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah, 3) 
Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) Perubahan inventori, 5) 
Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).  
Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan  
angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah 
barang dan jasa akhir yang akan dihasilkan dan harus sama pula dengan 
jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan 
dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di 
dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto (Maulia, 2014) 
Penelitian Okun 1980 (dalam Maulia, 2014) membuktikan bahwa 
tingkat pengangguran akan turun sebesar 0,4 persen setiap laju pertumbuhan 
PDB riil sebesar 1 persen per tahun. Hukum Okun ini merupakan hasil dari 
penelitian empiris sehingga hukum tersebut bukan merupakan hukum yang 
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tetap, karena angka estimasi atas hubungan antara trend laju pertumbuhan 
output dan tingkat pengangguran akan berubah dari waktu ke waktu 
  Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memerlukan tenaga kerja 
tambahan sebagai faktor produksi untuk memenuhi permintaan agregat yang 
meningkat. Kondisi seperti ini terutama akan terjadi pada struktur 
perekonomian yang memiliki corak padat karya (labour intensive). Apabila 
struktur perekonomian suatu wilayah adalah padat modal (capital intensive), 
maka pertumbuhan ekonomi hanya akan meningkatkan kebutuhan modal 
dan tidak akan menyerap banyak tenaga kerja (Maulia, 2014) 
Teori Pertumbuhan Ekonomi Joseph Schumpeter menekankan pada 
peranan yang dilakukan para wirausahawan. Para wirausahawan selalu 
mencari terobosan untuk mendapatkan inovasi untuk dapat meraih 
keuntungan yang lebih banyak agar memiliki keunggulan terhadap saingan. 
Schumpeter tidak terlalu memperhitungkan keterbatasan sumber daya alam 
dan pertumbuhan penduduk sebab kedua faktor itu telah diketahui. 
Menurutnya motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi 
dari para entrepreneur (Kuncoro, 2004). 
Sumber kemajuan ekonomi adalah perkembangan ekonomi yang 
dilakukan oleh para wirausahawan melalui inovasi. Proses perkembangan 
ekonomi ini bersifat tidak tetap tetapi bersifat acak. Dari waktu ke waktu 
timbul berbagai inovasi baru yang meningkatkan produksi baik secara 
kuantitas maupun secara kualitas. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang 
dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. 
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Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas 
jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi 
tersebut (Kuncoro, 2004). 
Konsep produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan 
indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau 
tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB 
secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar 
harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan 
pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan 
ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan 
usaha yang ada (Kuncoro, 2004). 
 
 9. Upah  
   Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 
Pasal 94 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi 
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 
jasa yang telah atau akan dilakukan.  
   Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka 
memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-
faktor produksi sedemikian rupa sehingga faktor produksi yang 
dipergunakan menerima atau diberi imbalan. Sebesar nilai pertambahan 
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hasil marjinal faktor produksi tersebut. Ini berarti pengusaha 
mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai 
pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima 
orang tersebut (Simanjuntak, 1985). 
   Selanjutnya teori Neo Klasik dalam Simanjuntak (1985) juga 
mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap 
pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga 
tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan 
sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini 
berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian 
rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah 
yang diteroma orang tersebut. Dengan kata lain tingkat upah yang 
dibayarkan oleh pengusaha adalah: 
W   = WMPPL = MPP 
W   = tingkat upah (labor cost) yang dibayarkan  
P    = Harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit 
barang  
MPPL   = Marginal Physical Product of Labor  
VMPPL  = Value of Marginal Physical Product of Lavor 
   Nilai pertambahan niilai marjinal karyawan VMPPL, merupakan 
nilai jasa yang diberikan oleh karyawan kepada pengusaha.Sebaliknya upah, 
W, dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap 
jasa karyawan yang diberikan kepada pengusaha (Maulia, 2014). 
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   Jadi selama nilai pertambahan hasil marjinal karyawan lebih besar 
dari upah yang dibayarkan pengusaha (VMPPL>W), pengusaha dapat 
menambah keuntungan dengan menambah pekerja, namun pengusaha tentu 
tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang 
diberikan karyawan kepada pengusaha (Maulia, 2014). 
   Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori Neoklasik, karyawan 
memperoleh upah senilai dengan pertambahn hasil marjinalnya. Dengan 
kata lain, upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja 
yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha (Simanjuntak, 1985).  
a. Upah Minimum 
 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 94 tentang 
Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa definisi dari upah minimum yaitu 
suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku 
industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan 
usaha atau kerjanya. komponen upah terdiri dari upah pokok dan upah 
tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari 
jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.  
b. Upah di Atas Keseimbangan: Peraturan Upah Minimum, Serikat Pekerja, 
dan Upah Efisiensi 
Kebanyakan analisis perbedaan upah di antara pekerja didasarkan 
pada model keseimbangan pasar tenaga kerja yakni, upah di asumsikan 
untuk menyesuaikan keseimbangan penawaran tenaga kerja dan 
permintaan tenaga kerja. Namun asumsi ini tidak selalu benar. Untuk 
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beberapa pekerja, upah ditetapkan di atas tingkat yang memberikan 
penawaran dan permintaan ke dalam keseimbangan (Mankiw, 2013:399) 
Satu alasan untuk upah di atas keseimbangan merupakan hukum 
upah minimum. Kebanyakan pekerja dalam dunia ekonomi tidak 
terpengaruhi hukum-hukum ini karena keseimbangan mereka berada di 
atas upah minimum. Namun bagi beberapa pekerja, khususnya pekerja 
yang kurang memiliki keterampilan dan berpengalaman, hukum upah 
minimum menaikkan upah di atas level yang akan mereka peroleh dalam 
pasar hukum tidak teregulasi (Mankiw, 2013:399). 
Alasan kedua yang mungkin meningkatkan upah di atas 
keseimbangan adalah kekuatan pasar serikat pekerja. Serikat pekerja 
(Union) adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan 
pemberi kerja (perusahaan) mengenai upah dan kondisi kerja. Serikat 
pekerja sering menaikkan upah di atas tingkat yang berlaku tanpa serikat 
pekerja, mungkin karena mereka dapat mengancam untuk menahan para 
pegawai perusahaan dengan melakukan pemogokan (strike). Penelitian-
penelitian menyatakan bahwa para pekerja yang berada di serikat pekerja 
memperoleh 10 sampai 20 persen lebih banyak pendapatan dari pada 
para pekerja yang tidak berada di dalamnya (Mankiw, 2013:400). 
Alasan ketiga untuk upah di atas titik keseimbangan dinyatakan 
oleh teori upah efisiensi (efficiency wages). Teori ini percaya bahwa 
perusahaan dapat menentukan keuntungan untuk membayar tinggi upah 
pekerja karena dengan begitu berarti meningkatkan produktivitas para 
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pekerjanya. Secara khusus, upah yang tinggi mungkin mengurangi 
pergantian pekerja, meningkatkan usaha kerja, dan meningkatkan 
kualitas pekerja yang melamar ke perusahaan itu. Jika teori ini benar 
maka beberapa perusahaan mungkin memilih untuk membayar para 
pekerja mereka lebih banyak dibandingkan dengan yang biasa mereka 
peroleh (Mankiw, 2013:400). 
Upah di atas keseimbangan diakibatkan oleh hukum upah 
minimum, serikat pekerja, entah upah efisiensi, memiliki efek yang sama 
pada pasar tenaga kerja. Secara khusus, mendorong upah berada di atas 
tingkat keseimbangan meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang 
ditawarkan dan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja. Hasilnya 
adalah kelebihan pegawai atau pengangguran (Mankiw, 2013:400). 
Di pasar tenaga kerja penurunan tingkat upah akan menyebabkan 
meningkatkan pengangguran karena adanya kelebihan penawaran tenaga 
kerja. Sebaliknya, tingkat upah akan naik jika terjadi kelebihan 
permintaan tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan  
jumlah pencarian kerja bertambah, maka tingkat upah akan turun. 
Demikian pula tenaga kerja akan meningkat (Mankiw, 2013:403). 
Kurva Phillips menggambarkan ciri perhubungan diantara tingkat 
kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga 
dengan tingkat pengangguran. Nama kurva tersebut diambil dari orang 
yang mula-mula sekali membuat studi dalam aspek tersebut. Dalam 
tahun 1958 A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi Profesor di 
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London School of Economics, menerbitkan satu studi mengenai ciri-ciri 
perubahan tingkat upah di Inggris (Mankiw, 2013:404). 
Studi tersebut meneliti sifat hubungan diantara tingkat 
pengangguran dan kenaikan tingkat upah. Kesimpulan dari studi tersebut 
adalah terdapat suatu sifat hubungan yang negatif (berbalikan) diantara 
kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada ketika tingkat 
pengangguran tinggi, persentasi kenaikan tingkat upah adalah rendah dan 
apabila tingkat pengangguran rendah, persentasi kenaikan tingkat upah 
adalah tinggi (Mankiw, 2013:405). 
 
10. Hubungan Jumlah Industri dengan Penyerapan Tenaga Kerja  
Tingginya jumlah produksi suatu perusahaan diakibatkan dari 
bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi barang yang sama, 
maka nilai output akan mengalami peningkatan. Dengan begitu tenaga kerja 
juga akan bertambah karena otomatis kapasitas produksi akan ditingkatkan 
oleh pengusaha, meningkatnya kapasitas produksi maka pengusaha akan 
membutuhkan banyak tenaga kerja, karena jika perusahaan memiliki banyak 
tenaga kerja maka akan mempengaruhi hasil output \menjadi lebih banyak. 
Sehingga jika semakin banyak penambahan hasil output produksi suatu 
perusahaan tersebut maka perusahaan akan menambah jumlah tenaga 






11. Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja 
Penelitian Okun 1980 (dalam Maulia, 2014) membuktikan bahwa 
tingkat pengangguran akan turun sebesar 0,4 persen setiap laju pertumbuhan 
PDB riil sebesar 1 persen per tahun. Hukum Okun ini merupakan hasil dari 
penelitian empiris sehingga hukum tersebut bukan merupakan hukum yang 
tetap, karena angka estimasi atas hubungan antara trend laju pertumbuhan 
output dan tingkat pengangguran akan berubah dari waktu ke waktu.    
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memerlukan tenaga kerja 
tambahan sebagai faktor produksi untuk memenuhi permintaan agregat 
yang meningkat. Kondisi seperti ini terutama akan terjadi pada struktur 
perekonomian yang memiliki corak padat karya (labour intensive). Apabila 
struktur perekonomian suatu wilayah adalah padat modal (capital 
intensive), maka pertumbuhan ekonomi hanya akan meningkatkan 
kebutuhan modal dan tidak akan menyerap banyak tenaga kerja (Maulia, 
2014) 
 
12. Hubungan Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja 
 Menurut Mankiw (2003) dalam model keseimbangan pasar tenaga 
kerja, dilakukan penyesuaian upah agar penawaran dan permintaan dapat 
seimbang. Sehingga tercapainya besaran upah dan jumlah tenaga kerja 
seimbang saat upah minimum mengalami peningkatan maka permintaan 
tenaga kerja oleh perusahan lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga 
kerja oleh para pencari kerja. Sebaliknya, apabila upah minimum lebih 
39 
 
rendah dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja lebih besar 
dibandingkan penawaran tenaga kerja. 
C. Kerangka Pemikir 
  Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur, 
dipengaruhi oleh faktor jumlah industri, PDRB sektor industri, UMK. Jumlah 
Industri berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak jumlah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, maka akan semakin banyak 
pula jumlah pekerja yang dibutukan pada kegiatan industri dalam perusahaan 
tersebut. Sehingga semakin banyak jumlah industri akan semakin 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja.  
PDRB sektor industri menggambarkan total seluruh output yang 
dihasilkan pada sektor industri atas dasar harga konstan. Semakin tinggi tingkat 
PDRB sektor industri menjelaskan bahwa total output yang dihasilkan semakin 
banyak, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja juga akan semakin tinggi.  
Selain itu, Upah minimum kabupaten/kota yang semakin tinggi dapat 
menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena 
kenaikan tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan dan dapat 
menurunkan tingkat keuntungan perusahaan. Kondisi ini akan menyebabkan 
penyerapan tenaga kerja akan semakin menurun.  
Apabila diketahui faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga 
kerja sektor industri di Jawa Timur, rekomendasi kebijakan kepada pemerintah 
Provinsi Jawa Timur terkait penyerapan tenaga kerja sektor industri dapat 













D. Perumusan Hipotesis  
 Bedasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat di tarik hipotesis 
sebagai berikut: 
1. Diduga Jumlah industri berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 
kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur 
2. Diduga PDRB sektor industri berpengaruh positif terhadap penyerapan 
tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur 
3. Diduga Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap 
penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur.
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